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Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan Menara Telekomunikasi Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002  Tentang Bangunan Dan Gedung 

Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(PUPR) Labuhanbatu 

 

ABSTRAK 

Oleh 

LENNI ANGGRAINI 

Telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kelancaran hubungan pekerjaan, tugas serta komunikasi lainnya. Banyak 

yang menganggap bahwa bidang telekomunikasi telah menjadi kebutuhan pokok. Untuk 

menunjang efektivitas pengguna telepon seluler atau telepon genggam, maka tentu saja 

dibutuhkan layanan penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan 

jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya 

yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terbitnya izin mendirikan bangunan 

menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 

dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu, 

dan dampak dan kendala terhadap proses pemberian izin mendirikan bangunan menara 

telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan 

Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu . 

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis 

empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dengan cara kerja 

yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan Menara di kabupaten Labuhanbatu, khususnya di Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana dengan 

optimal. Hal ini berdasarkan pada acuan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya 

berorientasi pada pengguna jasa, hal tersebut dapat dilihat dari masih kurang responsifnya 

pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, 

serta lamanya waktu pelaksanaan yang masih sering mengalami keterlambatan penyelesaian 

yang secara otomatis belum memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. 

 

Kata Kunci : Pemberian Izin, Menara Telekomunikasi, Dinas PUPR 
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